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ABSTRACT
Base on Article 28 G paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia to declare, 
that every person has the right to protection of self, family, material, dignity, and property 
under his control, and has the right to feel secure and protection from threats to do or 
not to do that is a human right. In addition, under Article 20 of act  Child Protection to 
regulate that the State, government, society, family, and the parents are obliged responsible 
for the implementation of child protection. In article 5 of act on the Elimination of Domestic 
Violence to declare that every person is prohibited from domestic violence against people in 
the scope of the household by means of: physical violence; psychological violence; sexual 
violence; or neglect of household.
Based on the reality that exsistence of women and children are the group who are becoming 
victims of violence. Many factors contribute to the violence against women and children, 
among which is a factor of a patriarchal culture that is still views women is lower than in 
men. Another thing is also very influence violence as a false perception of violence which 
considers that violence as a matter of course, and the rights of the offender.
The purpose of research is to determine the authority of local government in providing 
protection for women and children victims of violence. So, want to know the forms and 
mechanisms of a given service standards Badung regency administration especially to women 
and children victims of violence. Specific targets to be achieved is to provide information to 
the public that is legally local governments have the authority to provide service standards 
and to determine also whether local governments already have a minimum service standards 
and other forms of care is given to women and children victims of violence , given the many 
women and children victims of violence have not got a good service or minimum service as 
a form of protection for women and children victims of violence. The method is normative 
research.
Base on discussion can be presented , the first,  that authority Badung Government in providing 
service standards for women and children victims of violence. That service standards  has 
been regulated  in act Number. 15 of 2013, that is the title of act  the Protection of Women 
and Children Victims of Violence. Second, that the standard services forms of Badung 
Government have five (5) types of shapes minimum service standards. 
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan  realta, bahwa keberadaan 
perempuan dan  anak  merupakan kelompok 
rentan yang serng menjad korban kekerasan. 
Banyak faktor yang mempengaruh 
sehngga terjadnya kekerasan bak terhadap 
perempuan dan anak tersebut. Salah satu d 
antaranya adalah dpengaruh oleh faktor 
budaya patrark. Budaya Patrark dmaksud 
secara umum mash  serng  berlaku dalam 
kehdupan masyarakat, yatu  memandang 
perempuan  lebh  lemah dbandngkan   lak-
lak.  Hal lan  sangat berpengaruh terjadnya 
kekerasan. Faktor lan yang juga berpengaruh 
adalah mash ada  perseps  yang  salah 
tentang kekerasan,  yang mana  menganggap 
bahwa kekerasan sebaga  hal  yang  basa 
dan  merupakan  hak  dar  pelaku.  
Secara yurds dalam Pasal 28 G ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republk 
Indonesa Tahun 1945 menyatakan bahwa 
setap orang berhak atas perlndungan dr 
prbad, keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang berada d bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 
dan perlndungan dar ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tdak berbuat sesuatu 
yang merupakan  hak asas. Selan tu dalam 
Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Perlndungan Anak, 
menegaskan bahwa Negara, pemerntah, 
Pemerntah Daerah, masyarakat, keluarga, 
dan orang tua atau wal berkewajban dan 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
perlndungan anak. Selanjutnya Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yatu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004, Dalam Pasal 
5  dtegaskan,  bahwasannya  setap  orang 
dlarang  melakukan  kekerasan  terhadap 
orang  dalam  lngkangan rumah tangganya 
dengan  cara:  melakukan kekerasan  fisik, 
kekerasan  psks,  kekerasan  seksual dan 
melakukan penelantaran terhadap rumah 
tangga.
Kekerasan Terhadap Perempuan Di 
Kabupaten Badung
Menurut Jenis Ke Kerasan Tahun 2009
SUMBER : POLRES BADUNG DAN POLTABES DPS
Tindak Kekerasan terhadap Anak di 
Kabupaten Badung menurut bentuk 
bentuk kekerasan dalam tahun 2006 - 
2007
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NO JENIS-JENIS  KEKERASAN JUMLAH
1 KEKERASAN FISIK 37




6 LAIN - LAIN 2
 JUMLAH 66
NO JENIS TINDAK KEKERASAN 2006 2007
1 Perbuatan Cabul 3 3
2 Persetubuhan dengan Anak 1 4
3 Melarkan Anak d Bawah Umur 4 0
4 Penghnaan 0 0
5 Membuat Perasaan Tdak Menyenangkan 0 0
6 penganayaan 0 2
7 Penelantaran Anak 0 1
8 Pemerkosaan 0 1
9 Eksplotas secara Seksual 0 0
    
 JUMLAH 8 11
Berdasarkan data  Kabupaten 
Badung yang dsajkan d atas secara jelas 
menunjukan terjadnya  fenomena  kekerasan 
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yang  dalam  perempuan  dalam  sedkt 
banyak terkat dengan konstruks sosal 
yang melahrkan relas yang berbeda  antara 
lak-lak  dengan perempuan.  Konstruks 
sosal  tersebut terbentuk  d dalam  budaya 
masyarakat  yang  dwarna  nla-nla 
yang cenderung  patrarkhs.  Struktur 
budaya  masyarakat  sepert  n serng  kal 
mengakbatkan  terjadnya  domnas  dan 
perlakuan yang dskrmnas terhadap  kaum 
perempuan  yang dlakukan oleh kaum 
lak-lak, yang nantnya  mengakbatkan 
hambatan bag kemajuan kaum perempuan. 
Terkat dengan pemaparan data d 
atas , Negara  dalam hal n Pemerntah 
Daerah wajb  melndung perempuan dan 
anak korban kekerasan. Salah satu aspek 
perlndungan adalah bahwa Pemerntah 
Daerah Kabupaten wajb memberkan 
standar pelayanan kepada perempuan dan 
anak yang mendapatkan  kekerasan. Hal 
n dmaksudkan untuk memberkan aspek 
perlndungan kepada phak perempuan dan 
anak korban kekerasan.
 Berdasarkan pemaparan d atas, 
menjad pentng untuk dlakukan peneltan 
mengena pengaturan standar pelayanan 
mnmal yang dperoleh perempuan dan 
anak korban kekerasan  dan bentuk bentuk 
pelayanan yang dsedakan oleh negara.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, 
bahwa peneltan n pentng dan relevan 
untuk dlakukan yatu untuk mencar suatu 
kebenaran dan kepastan tentang kewenangan 
Pemerntah  Daerah Kabupaten Badung 
dalam memberkan perlndungan terhadap 
perempuan dan anak korban kekerasan serta 
ngn mengetahu bentuk-bentuk maupun 
mekansme standar pelayanannya. Oleh 
karena tu penelt berketetapan hat untuk 
mengangkat menuls sebuah karya lmah 
dalam bentuk jurnal lmah yang berjudul 
DASAR KEWENANGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN BADUNG 
DALAM MEMBERIKAN  STANDAR 
PELAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN 
ANAK KORBAN KEKERASAN.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan dalam latar 
belakang d atas maka dapat drumuskan 
suatu permasalahan sebaga berkut :
1.  Bagamanakah  kewenangan 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
dalam pemberan standar pelayanan 
bag perempuan dan anak yang menjad 
korban kekerasan?
2.  Apa sajakah bentuk-bentuk standar 
pelayanan mnmal yang dberkan 
Pemerntah Daerah  Kabupaten 
Badung bag perempuan dan anak yang 
menjad  korban tndak kekerasan?
1.3. Studi Pustaka
Untuk membahas permasalahan d atas 
maka akan dkemukaan tnjauan pustaka 
sebaga berkut :
1.3.1 Konsep kewenangan
Secara konseptual stlah wewenang 
atau kewenangan dalam bahasa belanda 
dapat dsebut “bevoegdheid” (yang berarti 
wewenang atau berkuasa). Mendasarkan pada 
pendapat Atmosudrdjo antara kewenangan 
(authority, gezag) dan wewenang 
(competence, bevoegheid) perlu dbedakan. 
Walaupun demkan dalam praktk, pembedaa 
tersebut tdak selalu dapat drasakan. Dapat 
dpaham bahwa kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yatu kekuasaan dmaksud 
berasal dar kekuasaan legslatve (pemberan 
Undang-Undang) atau dar kekuasaan 
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1 Prajud Atmosudrjo,1994, Hukum Administrasi 
Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghala Indonesa, 
Jakarta, hlm.78.
2 Rdwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.102.
Eksekutf admnstratve.1  Kewenangan 
mempunya kedudukan yang pentng dalam 
penyelenggaraan pemerntahan, yang mana 
bahwa kewenangan tersebut mengandung 
hak dan kewajban. Mendasarkan pada 
doktrn P. Ncola bahwa Kewenangan 
adalah :
  Het vermogen tot het verrichten 
van bepaalde rechtshandelingn 
(handeling die op rechtsgevoleg 
gericht zijn en dus ertoe strekken 
dat bepaalde rechtsgovelgen 
onstaan of teniet gaan). Een recht 
houdt in de (rechten gegeven) 
aanspraak op het verrichten van 
een handeling door een ander. Een 
plicht impliceert een verplichting 
om een bepaalde handeling te 
verrichten of na te laten.2 
Dalam terjemahannya dapat dpaham 
bahwa kewenangan merupakan kemampuan 
untuk melakukan tndakan hukum tertentu 
(yatu tndakan-tndakan yang dmaksudkan 
untuk menmbulkan akbat-akbat hukum, dan 
mencakup mengena tmbul dan lenyapnya 
akbat hukum). Hak merupakan kebebasan 
untuk melakukan tndakan (melakukan 
tndakan tertentu atau menuntut phak 
lan untuk melakukan tndakan tertentu). 
Kewajban dmaksud memuat keharusan 
untuk melakukan tndakan tertentu).  
Selanjutnya menurut Indroharto 
menyatakan bahwa wewenang  tersebut 
dapat dperoleh melalu atrbus, delegas 
dan mandat.  Penjelasan masng-masng 
wewenang tersebut adalah sebaga berkut:
a. Wewenang yang dperoleh secara 
atbus, yatu pemberan wewenang 
pemerntahan yang baru oleh suatu 
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Jad, dsn dlahrkan/ 
dcptakan suatu wewenang pemerntah 
yang baru. 
b. Wewenang  delegas adalah 
pelmpahan wewenang pemerntahan 
secara atrbutf kepada Badan atau 
Jabatan TUN lannya. Oleh karena tu, 
suatu delegas selalu ddahulu oleh 
adanya suatu atrbus wewenang. 
c. Pada mandat, dstu tdak terjad suatu 
pemberan wewenang baru maupun 
pelmpahan wewenang dar Badan 
atau Jabatan TUN yang satu kepada 
yang lan.3
1.3.2. Konsep perempuan dan anak
Pembaharuan hukum telah terjad, 
dtanda oleh adanya berbaga nstrument 
hukum yang menjamn kesetaraan dan 
keadlan bersumber dar beberapa kovens 
nternasonal, hukum postf nasonal, 
termasuk yursprudens dmana perempuan 
mendapatkan keadlan. Pengakuan dan 
perlndungan hak-hak perempuan lebh 
eksplst dtuangkan dalam CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women). Lahrnya 
CEDAW merupakan awal momentum 
gerakan hak asas perempuan yang lebh 
lanjut akan mewarna gerakan-gerakan 
perempuan d forum nternasonal, nasonal 
bahkan daerah (local). Dalam konves 
CEDAW n sangat menentang  terjadnya 
3 Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka 
Harapan, Jakarta, hlm.90.
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dskrmnas terutama terhadap perempuan. 
Dskrmnas terhadap perempuan 
merupakan pelanggaran terhadap prnsp 
persamaan hak dan penghormatan  terhadap 
martabat  manusa.  Bagan I dar konvens 
CEDAW  memuat prnsp-prnsp konvens 
dantaranya: 1) Prnsp non dskrmnas, 2) 
Prnsp persamaan (Keadlan substans), 3) 
Prnsp kewajban Negara.4 
Selanjutnya Anak merupakan 
harapan suatu bangsa dmasa yang akan 
datang, oleh karena tu hak-hak yang harus 
dperoleh seorang anak  adalah hak-hak 
yang berdasarkan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Perlndungan hukum terhadap anak dapat 
dpaham sebaga upaya perlndungan 
hukum terhadap berbaga kebebasan yang 
merupakan hak asas anak (fundamental 
rights and  freedoms of children) serta 
terpenuhnya berbaga kepentngan yang 
berkatan dengan kesejahteraan anak.5  
1.3.3. Konsep kekerasan :
Kekerasan dalam kamus bahasa 
Indonesa adalah sesuatu yang berart keras. 
Dengan demkan kekerasan merupakan 
perbuatan seseorang yang membuat atau 
menyebabkan kerusakan fisik,maupun 
psks.6  
Berdasarkan pada Undang-
undang  Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga,  khususnya dalam  Pasal 1 ayat 
(1) menyatakan bahwa kekerasan dalam 
rumah tangga  adalah  setap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan 
yang berakbat tmbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, 
pskolog, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lngkup rumah tangga. Selanjutnya 
dalam Pasal 1 Peraturan Menter Negara 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlndungan 
Anak Republk Indonesa Nomor 01 Tahun 
2010 secara tegas menyatakan bahwa 
kekerasan  adalah  setap  perbuatan  secara 
melawan  hukum  dengan sarana  ataupun 
tanpa menggunakan  sarana  yang dapat 
menmbulkan  bahaya  bag nyawa dan 
badan serta berakbat hlangnya kebebasan 
(hak) seseorang.  Selanjutnya Kekerasan 
terhadap  perempuan  dapat dpaham 
bahwa setap  tndakan yang dlakukan 
selalu  berdasarkan  pada  perbedaan jens 
kelamn  yang  mengakbatkan  kesengsaraan 
atau  pendertaan  bag kaum perempuan. 
Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan 
secara fisik,  seksual  atau  psikologis, 
termasuk juga   ancaman  dar tndakan 
tertentu,  perampasan  kebebasan kaum 
perempuan secara  sewenang-wenang,  yang 
dapat terjad  d ranah publk ataupun dalam 
kehdupan prbadnya.
1.3.4.Konsep standar Pelayanan minimal
Berdasarkan Peraturan Menter 
Negara  Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlndungan Anak Republk Indonesa 
Nomor 01 Tahun 2010, dalam Pasal 1 angka 
1 secara tegas dnyatakan bahwa Standar 
Pelayanan  Mnmal  yang  selanjutnya 
4 Anak Agung Istr Ar Atu Dew, 2013, “Perempuan 
Bali Dalam Hukum Adat : Suatu Analisis Gender” 
dalam buku Kembang Rampa Perempuan Bal, Pusat 
Stud Wanta dan Perlndungan Anak  Unverstas 
Udayana, hlm.176.
5 Waluyad, Hukum Perlndungan Anak, Mandar Maju, 
Bandung, 2009, hlm.1.
6 Peter Salm dan Yen Salm, 1997, Kamus Bahasa 
Indonesa Kontemporer, Jakarta: Modern Englsh 
Pres,  hlm.716.
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dsebut  SPM  merupakan  tolok  ukur  knerja 
pelayanan  unt  yang melakukan pelayanan 
terpadu  untuk  memberkan  pelayanan 
bak berupa penanganan laporan ataupun 
pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan 
rehabltas sosal, pelayanan penegakan dan 
bantuan hukum, pelayanan pemulangan  dan 
rentegras  sosal  bag  perempuan  dan  anak 
yang menjad korban tndak kekerasan.
Adapun jens-jens Standar  Pelayanan 
Mnmal  (SPM)  yang dapat dberkan 
oleh Pemernatah Kabupaten kepada phak 
perempuan dan anak yang menjad korban 
kekerasan melput 5 (lma) jens layanan 
yatu : 
1. Layanan dbdang penanganan laporan 
atau pengaduan korban kekerasan 
2. pelayanan kesehatan bag perempuan 
dan anak korban kekerasan;  
3. Layanan d bdang rehabltas sosal; 
4. Layanan terhadap penegakan dan 
bantuan hukum korban kekerasan; 
dan 
5. Layanan pemulangan dan rentegras 
sosal bag perempuan dan anak korban 
kekerasan.7 
1.4. Tujuan dan Manfaat  Penelitian
 Tujuan  penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahu dasar kewenangan 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
dalam pemberan standar pelayanan 
bag perempuan dan anak korban 
kekerasan.
2. Untuk mengetahu bentuk-bentuk 
standar pelayanan yang dberkan 
untuk perempuan dan anak korban 
tndak kekerasan.
1.5.  Manfaat penelitian dapat di bagi 
dua (2) meliputi :
1. Manfaat teorts
Penulsan karya lmah n, dharapkan 
dapat bermanfaat secara teorts yatu 
bahwa dengan karya lmah n  dapat 
memberkan sumbangan bag pembangunan 
Hukum  khususnya mengena pembangunan 
hukumterkat dengan perlndungan dan 
pemberan pelayanan korban kekerasan. 
2. Manfaat prakts
Karya lmah  dharapkan dapat 
memberkan manfaat teorts yatu dapat 
member sumbangan pemkran kepada 
phak- phak yang terlbat dalam  pemberan 
Standar Pelayanan  Mnmal terhadap 
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
II. METODE PENELITIAN
Dalam penulsan karya lmha n, 
metode peneltan yang dgunakan adalah 
metode peneltan normatve. Menurut 
Peter mahmud Marzuk, bahwa peneltan 
hukum merupakan suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prnsp-prnsp 
hukum, maupun doktrn-doktrn hukum 
untuk menjawab su hukum yang dhadap.8 
Selanjutnya menurut Morrs L. Cohen dan 
Kent C. Olson mengemukakan bahwa “Legal 
research is an essential component of legal 
practice. It is the process of finding the law 
that governs an activity and materials that 
explain or analyze that law”.9  Soerjono 
7 Lhat Lampran 2 Peraturan Menter Negara 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlndungan Anak 
Republk Indonesa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 
Standar Pelayanan Mnmal  Bdang Layanan Terpadu 
Bag Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
Vol. 4, No. 3 : 610 - 622
8 Peter Mahmud Marzuk, 2005, Peneitian Hukum, 
Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm.35. 
9 Morrs L. Cohen dan kent C. Olson, 2000, Legal 
Research In A Nutshell, Seventh Edton, ST. Paul, 
Mnn, West Group, hlm.1. 
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Soekanto juga mengemukakan 2 (dua) model 
metode peneltan hukum yatu peneltan 
hukum normatf dan peneltan hukum 
sosologs atau emprs.10  Peneltan hukum 
Normatf dsebut juga sebaga peneltan 
hukum doktrnal atau peneltan hukum 
perpustakaan. Sebaga peneltan hukum 
doctrnal, karena peneltan n dlakukan 
untuk menelt peraturan-peraturan yang 
tertuls, sedangkan dsebut sebaga 
peneltan perpustakaan atau stud dokumen 
karena peneltan n lebh banyak dlakukan 
perpustakaan atau stud dokumen.11  Dalam 
karya llmah n focus untuk membedah 
permasalahan yang terkat dengan kajan 
pada pengaturan standar pelayanan bag 
korban kekerasan, bentuk bentuk pelayanan 
serta mengkaj prosedur pelaksanaan dalam 
pemberan pelayanan pada perempuan dan 
anak korban kekerasan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Dasar Kewenangan Pemerintah 
Daerah  Kabupaten Badung Dalam 
Pemberian Standar Pelayanan 
Minimal Bagi Perempuan Dan Anak 
Korban Kekerasan.
Pada dasarnya Kewenangan adalah 
kekuasaan yang bersfat formal, yang 
berasal dar kekuasaan legslatve yatu 
kekeuasaan yang dberkan oleh  Undang-
Undang.12 Terkat dengan Perlndungan 
perempuan dan anak korban kekerasan, 
pemberan bentuk–bentuk standar mnmal 
telah datur secara yurds dalam peraturan 
perundang-undagan. Sebagamana dlakatan 
oleh  P. Ncola bahwa kewenangan tu 
dapat dartkan sebaga kemampuan untuk 
melakukan tndakan hukum tertentu (yatu 
tndakan-tndakan yang dmaksudkan 
untuk menmbulkan akbat-akbat hukum, 
dan mencakup mengena tmbul dan 
lenyapnya akbat hukum)13. Pemahaman 
yang demkan menempatkan pemahaman 
pada bahwa hak berskan kebebasan 
untuk melakukan tndakan tertentu atau 
menuntut phak lan untuk melakukan suatu 
tndakan tertentu, sedangkan kewajban 
berskan keharusan untuk melakukan 
tndakan tertentu. Mendasarkan pada 
pendapat P Ncola, Pemerntah Kabupaten 
Badung dalam melakukan tndakan hokum 
dengan melakukan pemberan standar 
pelayanan mnmal sebaga bentuk suatu 
kewajban pemerntah untuk memberkan 
perlndungan terhadap perempuan dan anak 
yang menjad korban tndak kekerasan. 
Dalam melakukan perlndungan hukum 
terhadap perempuan dan anak korban 
kekerasan, Pemerntah Kabupaten Badung 
mendasarkan kewenangannya sesua 
dengan Pasal 28C ayat (3)  Undang-Undang 
Dasar Negara Republk Indonesa Tahun 
1945 mengamanatkan bahwa setap orang 
mempunya hak untuk kemajuan drnya dan 
memperjuangkan  haknya  secara  kolektf 
untuk  membangun  masyarakat, bangsa dan 
negaranya. Pemahaman n mengandung 
makna bahwa  setap  orang  bak  lak  lak 
maupun perempuan  mempunya hak yang 
sama untuk  melakukan  upaya- upaya  agar 
dapat  mengangkat  harkat dan  martabat 
10 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian 
Hukum, Unverstas Indonesa (UI) Press), Jakarta, 
hlm.51. 
11 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam 
Praktek, Sinar Grafika, jakarta, hlm.31.
12 Prajud Atmosudrjo,1994, Hukum Administrasi 
Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghala Indonesa, 
Jakarta, hlm.78. 13 Rdwan HR, 2006, loc.cit.
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drnya  bak dengan  bekerja maupun 
dengan  berusaha  dengan maksud untuk 
menngkatkan kualtas  hdupnya  serta kut 
berpartspas  untuk  membangun  dr, 
keluarga, masyarakat dan bangsanya.  
Selanjutnya dalam UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asas Manusa khususnya 
dalam Pasal 45 menyatakan hak wanta adalah 
termasuk hak asas manusa. Selanjutnya 
dalam Pasal  52 ayat (1) menyatakan setap 
anak berhak atas perlndungan oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pada 
ayat (2)  dnyatakan  hak anak adalah hak 
asaz manusa dan untuk kepentngannya hak 
anak tu daku dan dlndung oleh hukum 
bahkan sejak dalam kandungan. Berdasarkan 
pengakuan dalam HAM bahwa hak wanta 
dan hak anak adalah hak asas manusa.
Secara spesifik, Di Kabupaten Badung, 
kewenangan dalam memberkan standar 
pelayanan mnmal terhadap perempuan 
dan anak korban kekerasan telah datur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung 
Nomor 15 Tahun 2013, yang dengan tegas 
menyatakan bahwa terhadap perempuan 
dan anak yang mendapatkan kekerasan 
wajb mendapat perlndungan. Dalam Pasal 
9 dengan tegas dnyatakan jens standar 
pelayanan yang dterapkan oleh Pemerntah 
Kabupaten Badung yatu :
a. penanganan pengaduan/laporan Korban 
Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak.
b. pelayanan kesehatan bag Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan.
c. rehabltas Sosal bag Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan; 
d. penegakan dan bantuan hukum 
bag Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan; dan 
e. pemulangan dan rentegras sosal 
bag Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan. 
Selanjutnya dalam Pasal 10  dapat 
dpaham bahwa yang menjad ndkator 
knerja unt pelayanan terpadu adalah : 
a. bahwa perempuan dan anak yang 
merupakan korban tndak kekerasan 
dpastkan mendapat layanan 
penanganan pengaduan oleh petugas 
yang terlath.
b. Bahwa Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan dpastkan mendapatkan 
layanan kesehatan oleh tenaga 
kesehatan terlath d Puskesmas 
maupun d Rumah Sakt; 
c. cakupan layanan Rehabltas 
Sosal yang dberkan oleh petugas 
Rehabltas Sosal yang terlath  d 
dalam unt pelayanan terpadu; 
d. cakupan layanan bmbngan rohan 
yang dberkan oleh petugas bmbngan 
rohan terlath; 
e. pelaksanaan penegakan hukum mula 
dar tngkat penydkan sampa dengan 
putusan pengadlan atas kasus-kasus 
Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak; 
f. cakupan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan yang mendapatkan layanan 
bantuan hukum; 
g. mendapatkan layanan Pemulangan 
bag Perempuan dan Anak yang 
menjad Korban Kekerasan; dan 
h. cakupan layanan rentegras sosal 
bag Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan. 
Berdasarkan paparan datas jelas, 
Kewenangan Pemerntah Kabupaten 
Badung dalam penerapan SPM terhadap 
perempuan dan anak korban kekereasan 
mendasarkan pada Perda nomor 15 tahun 
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2013. Oleh karena tu SPM wajb dmlk 
oleh pemerntah daerah yang bergerak d 
bdang pelayanan terhadap perempuan dan 
anak korban kekerasan. Pelayanan dengan 
berpedoman pada SPM wajb dberkan 
kepada korban apabla terbukt perempuan 
dan anak tu memang mendapat perlakuan 
kekerasan dan pemberan pelayanan 
terhadap perempuan dan anak korban 
kekerasan tersebut merupakan urusan wajb 
yang memang mutlak ddapat oleh korban 
kekerasan. 
3.2. Bentuk-Bentuk Standar Pelayanan 
Yang Diberikan Oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Badung. 
Sesua dengan prnsp otonom 
daerah, bahwa Pemerntah Daerah dber 
kewenangaannya untuk menyelenggarakan 
pemerntannya untuk mencapa efesens dan 
efektifitas pemerintahan di daerah.  Secara 
sederhana pemaknaan otonom sebagamana 
dkemukakan oleh logeman yang d kutp 
oleh Y.W. Sundha14  yatu kebebasan dan 
kemandran  tetap bukan kemerdekaan. 
Selanjutnya J. Wajong sebagamana dkutp 
oleh Lukman Hakm15  juga mengutarakan 
bahwa otonom  merupakan kebebasan  untuk 
memelhara  dan memajukan kepentngan 
daerah, dengan menggunakan keuangan 
dan menentukan hukum sendr serta 
pemerntahan sendr. Lebh lanjut Lukman 
Hakm16 menyatakan bahwa Apabla 
otonom dartkan sebaga  segala tugas 
yang ada d daerah yang harus dkerjakan 
oleh Pemerntah Daerah, dmana melekat 
kewenangan yang berupa kekuasaan, hak 
dan kewajban untuk menjalankan tugasnya. 
Dalam memberkan standar pelayanan 
mnmal berdasarkan prnsp otonom, 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
mempunya kewenangan untuk hal tersebut 
yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman 
pada Peraturan  hukum yang ada. Terkat 
dengan bentuk-bentuk standar pelayanan 
yang dberkan Pemerntah Kabupaten 
Badung telah datur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2013 
Tentang Perlndungan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan.  Dalam Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 
2013 dtegaskan bahwa standar pelayanan 
yang dterapkan oleh Pemerntah Kabupaten 
Badung adalah :
a.  penanganan pengaduan/laporan Korban 
Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak; 
b.  pelayanan kesehatan bag Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan; 
c.  rehabltas Sosal bag Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan; 
d.  penegakan dan bantuan hukum 
bag Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan; dan 
e.  pemulangan dan rentegras sosal 
bag Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan. 
Sebagamana  dsebutkan dalam Pasal 9 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 
15 Tahun 2013 yang dengan tegas mengatur 
mengena standar pelayanan mnmal yang 
harus dlakukan oleh Pemerntah Daerah 
Kabupaten Badung dalam menangan 
korban kekerasan bak perempuan mauupun 
14 Y.W. Sunndha, 1987, Praktek Penyelenggaran 
Pemerintahan di Daerah, Bna Aksara Jakarta, 
hlm.35.
15 Lukman Hakm, 2012, Filosofi Kewenangan Organ 
Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & 
Desetralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara Hukum dan Kesatuan, Setara Press Malang 
hlm.35.
16 Ibid, hlm.37.
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anak, namun demkan perlu juga djelaskan 
mengena  mengena upaya yang dapat 
dlakukan untuk menjamn kualtas layanan 
dasar yang akan dterapkan. Untuk menjamn 
kualtas layanan dasar dmaksud maka pentng 
untuk dbuat ndkator knerja yang melput: 
pertama, Pementah Daerah Kabupaten 
perlu mempersapkan petugas yang terlath 
d dalam unt pelayanan terpadu terkat 
dengan tenaga untuk menangan penanganan 
laporan atau pengaduan korban kekerasan 
serta petugaas dapat menndaklanjut laporan 
korban dmaksud. Kedua, Ketersedaan 
tenaga terlath bak d Puskesmas maupun 
d rumah sakt terkat dengan pelayanan d 
bdang kesehatan. Pelayanan kesehatan n 
merupakan pelayanan yang melput aspek 
promotf, preventf dan rehabltas yang 
hanya dapat dlakukan oleh tenaga terlath 
sepert dokter spesals, perawat maupun 
bdan. Ketiga, cakupan rehabltas socal 
yang juga termasuk pemberan bmbngan 
rohan yang dberkan oleh tenaga petugas 
yang terlath. Dalam konteks n pemerntah 
Daerah Kabupaten berkewajban untuk 
memenuh standar pelayanan tersebut. 
Keempat, Indkator penegakan dan bantuan 
hukum  pun harus juga dsapkan oleh 
Pemerntah Daerah Kabupaten sebaga 
wujud pemberan layanan dasar kepada 
perempuan dan anak korban kekerasan. 
Pada prnspnya Penegakan hukum dapat 
dpaham  tndakan aparat yang dberkan 
kewenanggan oleh pemerntah untuk 
melakukan tugas dan fungsnya sebaga 
penegak hukum. Selanjutnya  pemahaman 
bantuan hukum adalah segala sesuatu 
yang berkatan dengan aspek hukum 
dalam proses peradlan pdana maupun 
perdata. Dalam konteks n Pemerntah 
Daerah Kabupaten berkewajban untuk 
menyedakan tenaga yang terlath untuk tu. 
Kelima, Pemulangan dan Rentegras sosal, 
dalam konteks n dapat dpaham bahwa 
pemulangan  dan rentegras merupakan 
upaya mengembalkan korban ke daerah asal 
untuk dapat dkembalkan kepada keluarga 
nt atau masyarakat setempat.  Dalam hal n 
juga dperlukan untuk menyedakan petugas 
terlath untuk dapat melakukan layanan 
dmaksud. 
Mendasarkan pada hasl peneltan, 
bahwa dalam menerapkan standar pelayanan 
mnmal dmaksd ada beberapa kendala yang 
dhadap yayu :
1. Bahwa dalam memberkan pelayanan 
khusunya penanganan laporan atau 
pengaduan yang mash banyak 
mengalam kendala khususnya 
terbatasnya petugas yang menerma 
pengaduan serta belum memlk 
pengalaman  khususnya dalam 
penermaan pengaduan. Sepert 
msalnya hanya melakukan pencatatan 
saja  tanpa dserta dengan rasa empat, 
bahkan tdak dtndaklanjut dengan 
cepat.
2. Dalam memberkan pelayanan 
kesehatan bag korban, sangat 
dbutuhkan spesalsas khusunya 
tenaga dokter, sepert dokter ahl 
forensc, pskolog, dan tenaga 
konselng yang terlath. Kendala yang 
dhadap adalah bahwa pskolog dan 
tenaga konselng yang terlath mash 
sangat terbatas d Kabupaten Badung.
3. Layanan terhadap rehabltas socal 
juga mengalam kendala yatu mnmnya 
jumlah pendampng bag korban tndak 
kekerasan. Selan tu sangat mnm 
juga sarana dan prasarana rehabltas 
sosal sepert ruangan konselng dan 
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baya oprasonal. Selanjutnya Rumah 
perlndungan socal juga sangat mnm 
yang khusunya menampung korban 
kekerasan perempuan dan anak.
4. Mengena layanan penegakan hukum 
dan bantuan hukum juga mengalam 
kendala yatu mash terbatasnya 
pemahaman aparat penegak hukum 
terkat dengan perlndungan 
perempuan dan anak khusunya 
korban kekerasan. Selanjutnya mash 
terbatasnyapengacara/advokad yang 
dapat memberkan layanan grats 
(Cuma-Cuma), bahkan korban 
kekerasan serngkal tdak paham 
bahwa mereka juga mempunya hak 
untuk mendapatkan pendampngan 
hukum.
5. Pelayanan pemulangan dan rentegras 
socal juga menemukan kendala yatu 
terbatasnya baya  yang terseda dan 
mash beum terkordnas. Sebagamana 
dketahu bersama dalam melakukan 
pemulangan  dbutuhkan proses 
panjang untuk menentukan nstans 
mana yang akan membaya proses 
pemulangan korban dmaksud. Dalam 
permasalahan pemulangan  korban 
kekerasan dar daerah debarkas dan 
dar daerah penerma ke daerah asal 
juga memerlukan dana yang cukup 
besar mula dar penyapan keluarga 
sampa kesapan korban untuk kembal 
ke dalam keluarganya.  
Delngan dketahunya kendala-
kendala dalam penanganan korban 
kekerasan khususnya terhadap kewajban 
pemerntah dalam memberlkan standar 
pelayanan mnmal terhadap perempuan dan 
anak korban kekerasan, maka  pemerntahan 
Daerah Kabupaten Badung dapat sesegera 
mungkn berbenah untuk dapat terpenunya 
hak-hak korban kekerassan, sebagamana 
dsebut d atas adalah 5 (lma) pelayanan 
dasar yang harus ddapat oleh perempuan 
dan anak korban kekerasan.
IV. PENUTUP
4.1. Simpulan
Berdasarkan uaraan sebelumnya, 
dapat dtark smpulan sebaga berkut :
4.1.1 bahwa yang menjad dasar kewenangan 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
untuk pemberan standar pelayanan 
terhadap kaum perempuan dan anak 
yang menjad korban kekerasan 
adalah mendasarkan pada Peraturan 
daerah Nomor 15 TAhun 2013 
tentang Perlndungan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan. Selan tu 
kewenangan Pemerntah Kabupaten 
Badung  dalam pemberan standar 
pelayanan kepada perempuan 
dan anak, juga mendasarkan pada 
berlakunya UU No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, UU nomor 
35 Thun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlndungan 
Anak, UU tentang Tndak Pdanan 
Perdagangan Orang serta Peraturan 
Menter Pemberdayan Perempuan 
dan Perlndungan Anak No.01 TAhun 
2010 serta Permen Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlndungan Anak No 
5 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
dan Pengembangan Pusat Pelayanan 
Terpadu.
4.1.2 bahwa terkat dengan bentuk-bentuk 
standar pelayanan yang dberkan 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
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bag perempuan dan anak korban 
kekerasan yatu  berdasarkan pada 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2013 tentang Perlndungan Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan, dalam 
Peraturan Daerah tersebut, ada lma 
(5)  bentuk standar pelayanan mnmal 
yatu :
 a.  Standar Pelayanan Mnmal 
mengena penanganan pengaduan 
atau laporan Korban Kekerasan; 
 b.  Standar dalam pemberan pelayanan 
kesehatan terhadap  Perempuan 
dan Anak  yang menjad Korban 
Kekerasan; 
 c. Pemberan standar layanan 
rehabltas sosal bag korban 
Perempuan dan Anak. 
 d.  Standar  mengena layanan 
penegakan dan bantuan hukum yang 
dberkan Pemerntah Kabupaten 
Badung  untuk Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan; dan 
 e. Pemberan Layanan kepada 
Perempuan dan anak terkat dengan 
pemulangan dan rentegras sosal. 
  Dengan datur secara tegas dalam 
Perda tentang standar pelayanan 
nmal, maka menjad kewajban 
Pemerntah Daerah Kabupaten 
Badung untuk memenuh dan 
menyedakan setap layanan 
kepada korban kekerasan khusunya 
perempuan dan anak sesua dengan 
standar yang telah dtetapkan.
4.2. Saran
Sesua dengan smpulan d atas, maka 
dapat dsarankan:
4.2.1 Bahwa untuk mengoptmalkan 
pelaksanaan penanganan Perempuan 
dan anak korban kekerasan, maka 
Pemerntah Daerah Kabupaten Badung 
agar  melakukan  pengawasan dalam 
bentuk pemantauan dan evaluas yang 
nantnya bertujuan untuk mengetahu 
perkembangan pelaksanaan 
Pelayanan yang telah dberkan dan 
untuk mengetahu capaan knerja 
Pemerntah Daerah Kabupaten dalam 
penanganan perempuan dan anak 
korban kekerasan.
4.2.2 Bahwa untuk lebh cepat penanganan 
perempuan dan anak korban kekerasan 
maka Pemerntah perlu melbatkan 
peran serta masyarakat desa dengan 
membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 
d desa.
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